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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia, manusia 

hidup butuh tanah, bahkan matipun manusia memerlukan tanah. Pentingnya arti 

tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia tidak dapat 

dipisahkan dengan tanah. Mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan 

pangan dari tanah dengan cara mendayagunakan tanah. Sejarah perkembangan 

dan kehancuran peradaban manusia ditentukan pula oleh tanah, malahan tanah

dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan yang dahsyat karena

manusia-manusia atau bangsa ingin menguasai tanah orang atau bangsa lain

karena sumber-sumber alam yang terkandung didalamnya.

Dinamika pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah makin 

meningkat, sedangkan pada pihak lain persediaan akan tanah sangat terbatas .l 

Makin lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, sedangkan permintaan 

akan tanah selalu bertambah, maka tidak heran bila nilai tanah menjadi semakin 

meninggi. Tidak seimbangnya antara persediaan dengan tanah dengan kebutuhan 

tanah, terutama di daerah perkotaan telah menimbulkan banyak persolan.

I W ayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 7.

1
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Keperluan tanah untuk berbagai proyek terus meningkat, sebaliknya tanah yang

tersedia makin terbatas.

Persolan tentang tanah memang bukan hal yang mudah namun 

merupakan hai yang sangat sensitif. Karena tanah bukan hanya mengandung 

aspek ekonomis semata, tetapi lebih dari itu, juga menyangkut aspek sosial, 

politik, kultural, psikologis, religius, bahkan pertahanan dan keamanan, apalagi 

bagi masyarakat agraris, dimana sebagian besar hidupnya tergantung pada tanah 

(sektor pertanian).2

Berdasarkan kenyataan itu, dalam memperoleh tanah serta penggunaan 

dan pemanfaatannya perlu pengaturan dan pengawasan dalam pelaksanaannya, 

agar para pihak yang berkepentingan (pengusaha dan pemilik tanah) dapat 

mencapai tertib penguasaan dan pengunaan tanah, maka hak atas tanah diatur 

dalam perundang-undangan yang bersifat nasional yaitu dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

yang di undangkan pada 24 September 1960, Lembaran Negara Tahun 1960

Nomor 104. Undang-Undang ini dikenai dengan Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA).

Pemanfaatan tanah hendaknya harus dapat meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. Untuk itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna 

tanah secara nasional sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara

2
Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Indonesia, Seri 

Hukum Agraria II, Alumni Bandung 1978, hal. 101.
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berbagai penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian serta mencegah 

penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan 

pembangunan.

Di dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah memberikan landasan 

konstitusional, dimana disebutkan bahwa :

44 Bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung 

didaiamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat ”

Selain itu juga pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) DUPA memberikan hak

penguasaan dan kewenangan pada Negara, dimana disebutkan bahwa :

(1) Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal 
sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung didaiamnya itu pada tingkatan tertinggi 
dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi 
wewenang untuk:
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, 

dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- 

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- 

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 
ruang angkasa.

Oleh karena itu perlu dilanjutkan penataan kembali penggunaan, 

penguasaan dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah. Dalam 

penjelasan umum (11 angka 2) UUPA dikatakan bahwa negara sebagai organisasi 

kekuasaan dan bangsa Indonesia.
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Berdasarkan kewenangan yang dimiliki dapat memberikan hak atas 

permukaan bumi, yang disebut “tanah” kepada seseorang atau badan hukum 

dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik, 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau hak yang diberikan 

dalam pengelolaan suatu Badan Pengurus (Departemen, Jawatan, Daerah 

Otonom) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya.

Salah satu keperluan akan tanah yang sangat penting adalah sebagai lahan 

untuk mendirikan rumah. Karena rumah merupakan kebutuhan pokok bagi

manusia disamping sandang dan pangan, oleh karena itu seseorang kadang

menghalalkan segala cara untuk memperoleh tanah agar bisa mendirikan rumah.

Penguasaan tanah tanpa izin yang berhak sebenarnya sudah diatur dalam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa

Izin yang Berhak atau Kuasanya, dimana kewenangan penertibannya ada pada

Bupati dan Walikota dan untuk DKI Jakarta ada pada Gubernur.

Pada umumnya penguasaan tanah terjadi baik diatas tanah milik negara 

atau tanah swasta. Didalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1961 telah ditentukan 

bahwa pada dasarnya pengosongan pendudukan tanpa hak dilakukan tanpa ganti 

rugi.3

3 Eddy Ruchyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Alumni Bandumz. 
1999, hal. 128. ^
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Maraknya pendirian rumah di Indonesia tanpa izin dan diatas tanah 

negara kerap kali teijadi di kota besar seperti Jakarta. Kondisi seperti ini tidak 

menutup kemungkinan juga teijadi di Kota Palembang.

Di Kota Palembang sendiri ada beberapa kawasan yang dikuasai warga 

secara tidak sah diantaranya; Kawasan Kelurahan Karya Jaya dan Kawasan

Jaka Baring, Akan tetapi sepertinya tidak ada perhatian yang serius dari

/ pemerintah Kota Palembang untuk menindak bangunan-bangunan liar, bahkan

cenderung dibiarkan.

Berdasarkan kenyataan diatas penulis memberi judul skripsi ini adalah

"PENGUASAAN TANAH SECARA TIDAK SAH OLEH BEBERAPA

WARGA DI KAWASAN JAKA BARING, KELURAHAN SELABERANTI,

KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG “ .

B. Permasalahan

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi

ini adalah:

Bagaimanakah proses penguasaan tanah dan status kepemilikan Hak Atas Tanah 

oleh beberapa warga di Kawasan Jaka Baring, Kelurahan 

Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ?

yang dikuasai
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C. Tujuan dan Manfaat

Dengan penyusunan skripsi ini penulis ingin memahami dan memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai penguasaan tanah oleh beberapa warga di 

Kawasan Jaka Baring, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Uiu I Kota 

Palembang, selain itu juga dalam pembahasan nanti diketahui bagaimana status 

hak atas tanah yang dikuasai beberapa warga tersebut.

D. Ruang Lingkup Permasalahan

Sesuai dengan permasalahan yang akan dikemukakan, maka yang menjadi

ruang lingkup dari skripsi ini adalah mengenai bagaimana proses penguasaan

tanah, dan status kepemilikan hak atas tanah yang dikuasai oleh beberapa warga

di Kawasan Jaka Baring, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu i Kota

Palembang.

E. Metode Penelitiaan

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, 

karena penelitian ini diawali dengan data skunder yang diperoleh dari bahan- 

bahan pustaka, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di 

lapangan yang bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang permasalahan 

dari obyek yang diteliti. Dalam hal ini penulis membahas mengenai 

penguasaan tanah secara tidak sah oleh beberapa warga di Kawasan Jaka
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Baring, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang 

dan dihubungkan dengan peraturan yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian dipilihnya objek penelitian ini karena untuk 

mendapatkan pembahasan yang sejalan dengan permasalahan, selain itu juga 

untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai permasalahan yang 

dibahas oleh penulis, dan obyek lokasi penelitian terletak di Kota Palembang 

sehingga diharapkan dapat mempermudah dalam penulisan skripsi ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Studi Dokumen atau Kepustakaan (Library Reseach)

Studi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data skunder 

(secondary data) dengan mempelajari literatur-literatur, perundang- 

undangan, laporan hasil penelitian, karya-karya ilmiah yang berhubungan 

dengan obyek penelitian, sebagai penunjang atau dasar teoritis dalam 

memahami teori, menganalisa dan memecahkan permasalahan, 

b. Studi Lapangan (Field Reseach)

Studi tersebut dilakukan untuk mendapatkan data 

mengumpulkan data dilapangan dengan cara :

1) Wawancara Langsung dan tidak langsung

primer atau
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Wawancara langsung, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara 

langsung berdasarkan bahan yang ada dengan praktek lapangan. 

Wawancara tidak langsung, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan 

guna mendapatkan data-data yang berhubungan dengan persoalan.

Respondennya adalah ;

a) Kepala atau Staf Badan Pertanahan Kota Palembang

b) Staf Tata Ruang Bappeda Propinsi Sumatera Selatan

c) Lurah Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang

d) Beberapa warga yang tinggal dikawasan Jaka Baring.

2) Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan terhadap praktek di lapangan dengan

pengetahuan berdasarkan permasalahan skripsi ini.

3. Analisis

Data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dianalisis melalui 

metode kualitatif deskriptif yaitu dengan cara menginterpretasikan data-data 

kedaiam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan.
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